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ABSTRAK

Kedudukan KPK sebagai salah satu lembaga negara bantu adalah independen
hal ini dimaksudkan agar dalam

dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun,
memberantas korupsi KPK tidak mendapatkan intervensi dari pihak manapun.

Terbentuknya KPK juga merupakan jawaban atas tidak efektifnya kinerja lembaga
penegak hukum selama ini dalam memberantas korupsi, yang terkesan berlarut-
larut dalam penanganannya bahkan terindikasi ada unsur korupsi dalam
penanganan kasusnya. Kewenangan penuntutan yang diberikan oleh UU kepada
KPK merupakan kewenangan yang sah. UU tentang Kejaksaan RI merupakan uu
yang mengatur secara umum keberadaan dan kewenangan jaksa dan UU
Kejaksaan tersebut dapat dikesampingkan dengan UU KPK yang merupakan
aturan khusus. Kewenangan penuntutan pada KPK adalah konstitusional, hal ini
dipertegas dengan sejumlah putusan dari Mahkamah Kontitusi. Kewenangan
penuntutan tidak dapat dimonopolo oleh kejaksaan, dengan melihat bahwa
kejaksaan  masih beradadalam  lingkup eksekutif/pemerintah  sehingga
independensinya masih dipertanyakan. Kewenangan penuntutan yang ada pada
KPK sudah tepat karena lembaga ini bergerak secara independen tanpa

intervensi kekuasaan manapun

Kata Kunci, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kewenangan, Sistem
Peradilan Pidana
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BAK IV
PENUTUP
" Kﬂimpmu
Dari apd Yang telah dijabarkan pada bab-bab \erdabuly, maka dwpatiah

senulis simpulkan beberpaan jawaban permasalahan yang pemiis wgka. yui

| kedudukan KPK sehagai salah satu lembaga negara bantu ke |
dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, hal ini dimaksudkan aga dalan
memberantas korupsi KPK tidak mendapatkan intervensi dari pihak manapan

Terbentuknya KPK juga merupakan jawaban atas tidak efekiifnyz kinetja

lembaga penegak hukum selama ini dalam memberanias korupsi, yang terkesan
berlarut-larut dalam penanganannya bahkan terindikasi ada unsur korupsi
dalam penanganan kasusnya.

7. Kewenangan penuntutan yang diberikan oleh UU kepada KPK merupakan
kewenangan yang sah. UU tentang Kejaksaan RI merupakan UU yang
mengatur secara umurm umdmmmmmmuumm
tersebut dapat dikesampingkan dengan UU KPK yang merupakan aturan
mum.mmmmmmmmwmwm
dipertegas dengan sejumlah putusan dari Mahkamah Kontitusi. Kewenangan
penuntutan tidak dapat dimonopolo oleh kejaksaan. dengan melihat bahwa
kejaksaan masih berada  dalam lingkup eksekutif/pemerintah  schingga

ada pada
independensinya masih dipertanyakan. Kewenangan penuntutan Yang
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